PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan
Fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia; ‘

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Re;ublik Indonesia 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




BABII
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS

Pasal 2

‘ (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta
sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta
sumber daya kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) serta sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
bidang kesehatan.

Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

(1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Pendukung menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Kesehatan;




b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di
lingkungan Dinas Kesehatan; dan

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1) Sub kelompok Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai
tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan

. informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Dinas Kesehatan.

(2) Sub kelompok Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas
penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan
pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.

(3) Sub kelompok Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas
penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan
dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas
Kesehatan.

Bagian Ketiga
KELOMPOK KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Kelompok Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

(2) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok
kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gm masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan



masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

{1) Sub kelompok Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

(2) Sub kelompok Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sub kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.

Bagian Keempat
KELOMPOK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 7

(1) Kelompok Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kelompok pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
irnunisaéi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;



b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub kelompok Surveilans Dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi serta, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
dan imunisasi.

(2) Sub kelompok Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(3) Sub kelompok Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bagian Kelima
KELOMPOK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1) Kelompok Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi serta, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan;



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kelompok pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesechatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional,;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu
fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer;

(2) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta
peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan;

(3) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Keenam
KELOMPOK SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 11

(1) Kelompok Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pélaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan;



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kelompok sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta
sumber daya manusia kesehatan,;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub kelompok Kefarmasian mempunyai tugas menyiapkan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian.

(2) Sub kelompok Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan
dan PKRT.

(3) Sub kelompok Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya

manusia kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.



Ditetapkan di Dobo
| pada tanggal 28 Desember 2017
| PULAUAN ARU,

— " .JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRET RAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR.. 53
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA B GJ@

L 54

HUKUM D2 TAN,

NOVY EDWIN M. SOLISSA



